
Menimbang

IIIALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAI{ DAERAH KOTA PAYATIUMBUH
NOMOR Z TAHUN 20/21

TENTANG

PERTANGGUNCNIAWABAIT PELIIKSAIYAAII
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

TAIIUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RATIMAT TUIIAN YAT{G MAHA ESA

trIALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

Mengingat
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970

tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan

Payakumbuh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tallut 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun

2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota
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Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota

Payakumbuh Tahun Anggaran 2O2O (I*mbaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERTIAISLAN RAITYAT DATRAII KOTA PAYAIIUMBTIH

dan

WALIKOTA PAYAJ('MBUH

MEMUTUSKAI{:

MenCtAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a. LaPoran Realisasi Anggaran ;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;

c. LaPoran OPerasional (LO) ;

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;

e. Neraca;

f. IaPoran Arus Kas ; dan

g. Catatan atas LaPoran Keuangan'

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2O2O sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 717.7O1.105.678,00

b. Belanja Rp 702.910.343.145,00

Surplus/defisit Rp 14.790.762.533,00

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 59.945. 152.495,00

- Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan netto Rp 59.945.152.495,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp 74.735.915.028,00

yang berkenaan

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

(l) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp8.800.817.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah Rp 708.900.288'188,00

perubahan

b. Realisasi Rp 7L7.7O|'|O5'678,OO

Selisihlebih/(kurang)Rp 8.800'817'490,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp4a.O37 .527 .757 ,OO dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 75O '947 '87 O '9O2'OO

b. Realisasi Rp 702'910'343'145,00

Selisih lebih/fturang) Rp 48'037 '527 '757,OO



(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp56.838.345 .247 ,OO dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisitsetelahperubahan Rp (42.047.582.714,00l.

b. Realisasi Rp 14.790.762.533,00

Selisihlebih/(kurang)Rp 56.838.345.247,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp(l0.521.034.654,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 42.047.582.714,00

setelah perubahan

b. Realisasi RP 59.945.152.495,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 17.897.569.781'OO

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 0,00

setelah perubahan

b. Realisasi RP 0,00

Setsih lebih/(kurang) RP 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp17.897.569.781,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp 42.047 '582'714,OO

perubahan

b. Realisasi RP 59'945'152'495,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 17 '897 '569'78l,OO

Pasal 4

l,aporan Perubahan Saldo Anggaran kbih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf b per 3 1 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :



a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp

Pembiayan Tahun Be{alan

c. Sub total (a-b) Rp

d. Sisa kbih/Kurang Pembiayaan Rp.

Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

e. Sub total (c+d) RP

60.242.r41.113,O0

59.945.152.495,00

296.988.618,00

74.735.915.065,00

75.032.903.683,00

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp

Tahun Sebelumnya

g. Lain-lain RP

h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) Rp

(296.988.618,00)

74.735.9t5.O28,OO

Pasal 5

l.aporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c

per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan RP 7L0.542.261.479,OO

b. Beban RP 667.478.662.929,00

c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Rp 43'063'598'550,00

Operasional

d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Rp 8'052'009,00

Operasional

e. Surplus/(Defisit) Sebetum Pos LuarRp 43'071'650'559,00

Biasa

f. Pos Luar Biasa RP 0,0o

g. Surplus/(Defrsit)-LO Rp 43'071'650'559'00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf d per 31 Desember Tahun 202O sebagai berikut :

(37,00)



a. Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit-LO

c. Dampak Komulatif Perubahan

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

d. Ekuitas Akhir

Rp 1.347.348.503.313,00

Rp 43.071.650.559,00

789.003.831,00

1 .39 1 .209.157.703,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e per 31

Desember Tahun 2O2O sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 1.401 .649.709.803,00

b. Jumlah kewajiban Rp 10.440.552.100,00

c. Jumlah ekuitas Rp \.391.2O9-L57.7O3,OO

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desembet 2O2O

sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020 Rp 61.259.762.284,00

b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 134.652.542.583,00

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp (119.861.780'050,00)

non-keuangan

d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (1.314.609'789,00)

f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Rp O,00

31 Desember 2O2O

g. saldo kas akhir per 31 Desember tahunRp 74.735.915.028,00

2020

Rp

Rp

I



Pasal 9

Catatan atas laporan keualgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

t huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

La.mpiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.I : Ringkasan Laporarl Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran L3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, Program dan

kegiatan;

l,ampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintah daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

lrbih;

LAMPIRAN III : LaPoran OPerasional;

t



LAMPIRAN TV

LAMPIRAN V

I.AMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

I"AMPIRANVIII

LAMPIRAN Ix

LAMPIRAN X

LAMPIRAN XI

I"AMPIRANxII

L,AMPIRAN XIII

LAMPIRAN XTV

LAMPIRAN XV

LAMPIRAN XVI

I.,AMPIRAN XVII

LAMPIRAN X\,III

I,AMPIRAN xIX

l,aporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

L,aporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetaP daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset TetaP;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnYa;

Da-ftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka Pendek;

Daftar kewajiban jangka Panjang;

Daftar kegiatan yang belum selesai

sampai akhir tahun dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran

berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah'

Paeal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

LAMPIRAN XX



PEN.'EI,ASAN

ATAS

PERATI'RAN DAERAII KOTA PAYAKUMBTIH

NOMOR 2 TAIIUI{ 2021

TENTANG

PERTANGGUNGAWABAN PELITKSAT{AAN

AT{(X}ARAN PENDAPATAN DAN BEL/TNJA DAERAII

TAHUNANGGARAN 2O2O

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU)

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh

menJrusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh

Tahun Anggaran (TAl 2O2O sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2O2O.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK),

dan catatan atas Laporan Keuangan (caLK). Laporan keuangan dimaksud

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (sAP) sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi

stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Payakumbuh selama TA2O2O'



Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2O2O disusun dengan Tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat

baga para pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan

dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi,

posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan

arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4E



Daerah Tahun Anggaran 2O2O sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pad.a tanggal J b iu\ er"\

wALrKor/'

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal eb jil; het

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA AI{AI{DA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2O2I NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI

SUMATERA BARAT : 2 I 26 I 2o2r
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